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ABSTRAK

Skripsi ini begudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang
Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang™. Rumusan masalah
-yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri
Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan
diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun penelitian ini
menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa
dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2024 sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor
11 tahun 2012, akan tetapi masih belum efekif diterapkan karena berdasarkan data diversi
dari Tahun 2020-2024 jumlah keberhasilan diversi anak mencapai 110 kasus dan jumlah
keseluruhan tindak pidana anak yang masuk adalah 405 kasus. Hal tersebut disebabkan
banyak faktor mulai dari pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku sampai dengan
pelaku yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Adapun
faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi, faktor pendukung antara lain
adalah kesadaran pembuat undang-undang dalam pembuatan UU SPPA kemudian adanya
landasan yang menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi sesuai dengan UU
SPPA yang berlaku. Faktor penghambat antara lain adanya multitafsir terhadap pasal yang
seakan-akan menjadi syarat diterapkannya diversi, kurangnya koordinasi dan kerja sama
antara aparat penegak hukum dan terakhir adalah kurangnya kesadaran pemahaman
masyarakat terkait penyelesaian secara diversi sehingga menghambat pelaksanaan diversi.

Kata Kunci: Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Negeri
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

= ¢

Isma Nurillah, S.H., M.H.
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NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hamonangan bz&ri isyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

xiii

! Dipindai dengan |
§ CamScanner“é


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, hal tersebut
telah dijelaskan dan dicantumkan secara umum pada Undang-Undang NRI
1945. Adapun maksud dari kata “berbasis hukum” tersebut berarti negara
ditegakkan secara keseluruhan atas dasar hukum atau aturan. Segala tindakan
ataupun perbuatan masyarakat serta instansi pemerintahan yang ada di
Indonesia haruslah mematuhi serta menjalankan aturan yang berlaku. Setiap
warga negara memiliki kedudukan atau wewenang yang sederajat dimata
hukum serta wajib menjunjung hukum tersebut. Aturan-aturan yang dibuat
sebenarnya bertujuan agar menjaga ketertiban, keadilan, keamanan serta
memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban masyarakat harus dihormati demi
mencegah terciptanya konflik dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini berkembangan kehidupan manusia semakin kompleks,
mulai dari peningkatan berkembangan sosial, ekonomi, teknologi, serta budaya
dan ilmu pengetahuan, dari hal tersebutlah kemudian menimbulkan dampak
positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan salah satunya adalah
peningkatan kualitas hidup sehingga semakin banyak hal yang dapat diketahui
dan diperoleh dengan mudah. Dan dampak negatif yang ditimbulkan antara
lain, yaitu adanya keinginan atau dorongan untuk mengikuti arus

perkembangan tersebut dan jika terjadi kesenjangan maka akan timbul potensi



untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan melawan hukum karena
sarana dan prasarana yang memadai atas pesatnya perkembangan tersebut.'a

Gejala yang timbul akibat dari perkembangan manusia akan
memunculkan pokok permasalahan seperti peningkatan tindak kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan beragam bentuk dan cara. Potensi munculnya
tindak kejahatan yang beragam menjadikan sistem hukum harus mengalami
perubahan yang lebih sesuai dengan perkembangan didalam kehidupan
masyarakat. Namun yang lebih menyedihkannya lagi adalah jika pelanggaran
hukum tersebut dilakukan oleh seorang anak.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
sebagai penerus perjuangan bangsa. Di dalam diri seorang anak melekat sebuah
harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang untuh, maka dari itu setiap
anak berhak mendapatkan pembinaan sejak dini serta perlindungan dalam
menjaga perkembangan dan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat
pertumbuhan fisik, sosial, serta mental yang cukup didalam kehidupannya.’
Seorang anak harus mendapatkan perhatian yang khusus dari berbagai pihak,
yakni keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam lingkup keluarga, salah
satunya orang tua memiliki tugas untuk mendidik, mengajarkan anak mengenai
kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, karena hal tersebut akan
menentukan bagaimana nasib mereka di masa depan kelak. Anak akan tumbuh
menjadi orang yang punya rasa tanggung jawab sekaligus memberikan

kontribusi positif bagi masyarakat apabila anak tersebut diberikan pendidikan

! Wahab Aznul Hidaya, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal
Hukum, (Agustus 2019), hlm. 84.

2 Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, (Maret 2018), hlm. 82.



yang layak, perhatian yang cukup, dan dikelilingi oleh masyarakat yang positif
pula. Nilai anak di dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam, tergantung
pada lingkungan sosial budaya masyarakat, namun yang pasti dari masa ke
masa selalu mengalami perubahan. Pemahaman akan nilai anak sangat penting
karena persepsi nilai anak akan memengaruhi pola asuh orangtua dan
masyarakat terhadap anak.’

Definisi mengenai anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni seorang anak adalah
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam
kandungan.* Dari pengertian tersebut mencakup keseluruhan anak, tanpa
membeda-bedakan suku, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Anak
sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perubahan atas Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana.’

Dalam hal perlindungan hukum, peraturan yang merujuk adalah pada
Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan tersebut mengatur mengenai penempatan anak yang tengah

3 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa
Pemidanaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19

4 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.bab

3 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN
NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332



menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA), serta mengatur secara jelas mengenai keadilan restoratif
dan diversi yang dimaksudkan untuk sebisa mungkin mengupayakan

penyelesaian perkara anak diluar pengadilan.’

Dalam mewujudkan
perlindungan anak, negara juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28 B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak dalam menghadapi permasalahan hukum haruslah
mencakup hak diberlakukan dengan adil, upaya diberikan perlindungan
hukum, rehabilitasi, serta pendidikan yang diperlukan. Hal tersebut telah
disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada undang-
undang sistem peradilan pidana anak. Aturan-aturan lainnya juga dijelaskan,
seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak , jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Aparat
penegak hukum senantiasa memiliki kewenangan atau kewajiban untuk
memberitahukan serta menjelaskan hak-hak konstitusional anak yang akan
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

anak bisa didasarkan pada beberapa faktor, yakni seperti adanya dampak

® Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi, “Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak
yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal
Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System)”,
Jurnal llmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Vol 3, No. 1, (Juli 2023), hlm. 1.



negatif dari perkembangan yang cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua, yang kemudian membawa perubahan sosial yang mendasar
dalam kehidupan bermasyarakat yang akan sangat mempengaruhi nilai
perilaku seorang anak. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya kasih
sayang, bimbingan, dan pembinaan dalam proses tumbuh kembang sang anak,
serta hilangnya pengawasan dari orangtua yang akhirnya menjerumuskan anak
pada pergaulan yang kurang sehat sehingga merugikan tumbuh kembang sang
anak. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
mempublikasikan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per-26
Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak
1.448 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses
peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai arapidana.
Hal tersebut berarti menunjukan bahwa di Indonesia masih sangat banyak
kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Gambar 1.1.
Total tahanan anak tahun 2020-per 26 Agustus 2023 Data Direktoral Jenderal
Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Data Total Tahamanmn Anak

Menurut Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham

El JUMLAH

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan ’

7 Sistem Database Pemasyarakatan, “Laporan Jumlah Penghuni Khusus” diakses
https://sdppublik.ditjenpas.go.id pada 28 Oktober 2024.



https://sdppublik.ditjenpas.go.id/

Penegakan hukum terkait tindak pidana anak juga harus dijalankan
dengan khusus, misalnya seperti tindak pidana anak yang harus dilakukan
melalui proses pengadilan anak maka penanganan terhadap pelaku sejak
ditangkap sampai dengan diadili harus dilakukan oleh orang yang memang
berkompeten dalam bidang tersebut, hal tersebut dilakukan demi memberikan
perlindungan terhadap anak. Penyelesaian atau penanganan perkara anak lebih
berorientasi pada upaya pemulihan, penyelenggaraan peradilan anak tidak
hanya berfokus pada pemberian sanksi semata saja, namun lebih ditujukan
pada pemberian sanksi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan pada
anak tersebut.

Guna menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap
anak ini, United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya
menghindari efek negatif tersebut kepada aparat yang berwenang maka dapat
mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan dalam menangani masalah
pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, cara yang
diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversi.®

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan
secara non litigasi atau diluar pengadilan dengan melalui musyawarah yang
melibatkan pelaku serta korban yang sama-sama membawa orangtua/wali serta
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional lainnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

8 Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak”, Refleksi Hukum Jurnal Hukum, Vol 9, No. 1, (April 2015), hlm. 3.



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi ada syarat
yang harus dipenuhi seperti yang sudah tertulis dalam pasal 7 ayat (2) yakni
diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindak pidana.

Penerapan diversi sangatlah penting dalam menangani kasus tindak
pidana anak. Pada pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menjelaskan adanya tujuan daripada diversi, yakni mecapai perdamaian,
menghindari perampasaan kemerdekaan anak, mendorong partisipasi
masyarakat, serta menanam rasa tanggungjawab kepada anak tersebut. Namun
pada prakteknya, masih banyak proses peradilan anak yang dijalankan secara
formal dan tidak mementingkan pada kepentingan anak. Padahal sudah
dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak
wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian dalam ayat (3)
juga dikatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi.

Dalam melaksanakan mekanisme diversi, ada 3 tingkatan
pelaksanaanya, tingkat pertama adalah pada tingkat penyidikan yang diatur
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA. Apabila diversi tidak berhasil pada
tingkatan ini, maka selanjutnya dilanjutkan pada tahap tingkatan Penuntut
Umum, yang mana Penuntut Umum harus memperhatikan berkas perkara dari
Kepolisian dan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS serta
memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi
sebelumnya. Jika dalam tingkatan ini masih tidak berhasil, terakhir

dilimpahkan pada tingkat Pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan



merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam
perlindungan anak. UU SPPA menyebutkan bahwa di Pengadilan merupakan
tahap diversi terakhir bagi anak, sebelum di bawa ke persidangan. Adapun juga
penjelasan mengenai pelaksanaan diversi yang telah tercantum dalam
Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2014 Tentang Pedonoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Provinsi Sumatera Selatan masuk ke wilayah ABH dalam
KEASDEPAN (asisten deputi) di Deputi Perlindungan Anak, Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Rata-rata
jumlah anak pidana di Provinsi Sumatera Selatan yang menghuni LPKA
Palembang adalah yang paling tinggi se-Indonesia sepanjang tahun 2020
dengan total 171 anak. ® Sebagian besar ABH ini berasal dari kota Palembang.
Pengadilan Negeri Palembang menjadi Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan
yang banyak menangani tindak pidana anak. Hal ini didukung dengan fakta
data mengenai jumlah tindak pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan

Negeri Palembang dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 1.1.
Jumlah tindak pidana anak dan keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Palembang
Tahun 2020-2024

Berhasil 20 16 7 42 25
Tidak Berhasil 80 67 66 42 40
Total 100 83 73 84 65

Sumber: Pengadilan Negeri Palembang
Dari tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

wawancara di Pengadilan Negeri Palembang masih mengalami ketidakstabilan

° Dyah Hapsari ENH dan Diana Dewi Sartika, “Anak Berkonflik Dengan Hukum di
Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmu Hukum, (Juni 2022), him. 422.



dalam penerapan diversinya. Bahkan yang hanya mencapai setengahnya adalah
pada tahun 2023 saja selebihnya bahkan tidak sampai setengah dari jumlah
kasus tindak pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Palembang.

Maraknya tindak pidana anak yang terjadi di kota palembang pada
tahun 2020-2024 dan bahkan pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan
terkhususnya Kota Palembang menempati posisi pertama kasus tindak pidana
tertinggi di indonesia hal tersebut yang menjadi alasan penulis tertarik
menganalisis penerapan dan faktor yang mempengaruhi upaya diversi di
Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah
satu institusi peradilan yang menangani perkara anak, telah menerapkan diversi
dalam berbagai kasus sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi di pengadilan negeri Palembang
tahun 2020-2024 menjadi sangat relevan untuk diteliti mengingat perubahan
sosial ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Dari penjelasan latarbelakang permasalahan diatas, penulis tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis
ilmiah yang berjudul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri

Palembang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara
Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri

Palembang pada Tahun 2020-2024?

2. Apakah yang menjadi Faktor Mempengaruhi dalam Penerapan

Diversi di Pengadilan Negeri Palembang pada Tahun 2020-

2024?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan
diversi terhadap penyelesaian perkara anak yang berhadap
dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor
Mempengaruhi dalam Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri

Palembang.

D. Manfaat Penelitian

yakni:

1.

Adapun yang menjadi manfaat dalam melaksanakan penelitian ini

Manfaat Teoritis

Yang mana diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa
yang tertarik untuk mempelajari dan dapat menjadi bentuk
pemikiran tambahan dalam ilmu hukum terkait dalam penerapan

diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
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2. Manfaat Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan
serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan penerapan
diversi terhadap penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (ABH).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan tujuan
menghindari adanya konflik atau penyimpangan terhadap pokok masalah.
Ruang lingkup tersebut mencakup bagian-bagian yang memang penulis
khususkan untuk dilakukannya penelitian. Sehingga ruang lingkup penelitian
pada penulisan skripsi ini difokuskan pada peranan diversi dalam penyelesaian
perakara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri
Palembang pada periode tahun 2020-2024 serta faktor yang mempengaruhi

peranan diversi tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian diperlukan sekali dengan yang namanya
kerangka teoritis. Dengan mengacu pada kerangka berpikir, peneliti dapat
memanfaatkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk
melakukan penelitian, sehingga dapat membantu memaksimalkan hasil dari

suatu penelitian. '

10 Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, Metode Penelitian, cet. 1, (Jawa Tengah: Eureka
Media Aksara, 2023), hlm. 149.
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Maka dari itu penulis membuat kerangka teori yang digunakan
sebagai dasar penelitian adalah dengan teori hukum yang dikembangkan oleh
para ahli hukum dalam berbagai tinjauan dan wawasan. Dengan teori yang
digunakan sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu comdemnation
theory Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku yang
telah melakukan perbuatan yang dilarang atau diancam dalam suatu aturan
hukum.!"
Teori pemidanaan yang umum dikenal saat ini terbagi menjadi tiga, yaitu
teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini dikemukakan
oleh para ahli dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin
dicapai dalam pemberian hukuman. Dalam penerapannya, teori-teori ini
tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh para ilmuwan
tersebut. Dalam buku Topo Santoso yang berjudul “Hukum Pidana Suatu
Pengantar”, mengenai teori pemidanaan ia mengenal tiga macam falsafah
pemidanaan, yaitu absolut, relatif, dan gabungan (antara absolut dan
relatif).!?

a. Absolut/Mutlak/Retributif (Vergeldingstheorien)

Menurut Johann Friedrich Herbart, teori absolut adalah bahwa ketika

seseorang melakukan kejahatan, ia menyebabkan ketidakpuasan

dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepuasan

149.

"H. Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.

12 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (Depok: Rajawali Pers, 2020), him.168.
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tersebut, masyarakat perlu diberikan keadilan melalui penjatuhan
hukuman kepada pelaku.!> Teori ini dimaksudkan untuk
menyadarkan alasan mengapa pidana dijatuhkan kepada seseorang
adalah untuk membalas kejahatan yang telah dibuat oleh orang
tersebut (bukan atas balas dendam). Arti membalas sendiri tidak
melebihi dari tindakan yang pelaku perbuat. Pidana yang dijatuhkan
sebagai respon karena seseorang telah melakukan kejahatan. Jadi
pidana hanya melihat pada masa yang telah lalu saja (backward
looking) dan tidak melihat ke masa depan (forward looking).
b. Relatif/Utilitarian/Tujuan (Doeltheorien)

Merupakan teori yang menganggap bahwa pidana tidak boleh
dijatuhkan hanya semata-mata untuk menanggapi suatu tindakan
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pidana harus memiliki
tujuan serat manfaatnya baik bagi pelaku, korban, maupun
masyarakat. Teori ini sering dikenal sebagai falsafah/teori tujuan,
sebab dengan pidana ingin dicapai suatu tujuan tertentu, bukan
hanya pidana untuk pidana (punishment for the sake of punishment).
Teori ini juga disebut sebagi Falsafah Utilitarian, sebab menurut
Utilitaria yakni Jeremy Bentham, penjatuhan suatu pidana harus
mencapai kemanfaatan dan tujuan tertentu, harus ada alasan dalam
penjatuhan pidana, bukan berdasarkan “punishment for the sake of

punishment”.'*

13 Syarif Saddam Rivanie, et al. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, Jurnal
Hukum, Vol. 6, No.2 (September 2022), him. 179.
14 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, hlm. 172,
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c. Gabungan (Verenigingstheorien)

Teori gabungan mendasarkan pidana atas dasar pembalasan

sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori ini

membuat kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif.

Menurut Utrecht, teori gabungan terbagi dalam tiga golongan, yakni:

1. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan tetapi tidak
melebihi batas pada apa yang perlu dan sudah cukup untuk
mempertahankan tata tertib di masyarakat.

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib
masyarakat, tetapi pidananya tidak boleh lebih berat daripada
suatu penderitaan sesuai dengan beratnya perbuatan pelaku.

3. Teori gabungan kedua diatas, yakni pembalasan dan pertahanan
tata tertib masyarakat harus seimbang.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori yang paling relevam dalam
penulisan skripsi ini adalah teori relatif. Teori relatif sendiri terbagi menjadi
beberapa bentuk dan salah satunya adalah rehabilitasi/rehabilitation.
Rehabilitasi merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki karakter
pelaku kejahatan dan mempersiapkan masa depannya, sehingga ia mampu
kembali berperan di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Konsep
rehabilitasi ini merupakan salah satu landasan atau teori dalam pemidanaan.
. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum tidak lepas dari adanya kesadaran masing-
masing pihak. Peran kesadaran hukum bagi masyarakat sangat signifikan

untuk menjamin kepastian dan keadilan sebagaimana tujuan dari pada
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hukum itu sendiri.’®

Penegakan hukum merupakan proses untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum agar dapat terwujud dan dipatuhi oleh
masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan adanya
penegakan hukum yang tegas, guna memenuhi rasa keadilan dan
ketenangan yang menenteramkan. Penegakan hukum dapat didefinisikan
sebagai upaya untuk melaksanakan hukum dengan benar, mengawasi
pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan kembali
hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.'® Menurut Lawrence
M. Friedman yang menjelaskan bahwa sistem hukum ada tiga indikator
yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap penegakan hukum di
masyarakat, yaitu:'’
1. Substansi Hukum (Substance of the law)

Substansi hukum mengacu pada isi materi hukum yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup norma-norma yang

menjadi landasan bagi tindakan hukum dan keputusan pengadilan.

Friedman menegaskan bahwa substansi hukum harus relevan dan

mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan.'®

15 Moh. Holil, “Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia”,
Jurnal Pendidikan Inovatif, Vol. 5, No. 3 (Juli 2023), hlm. 1104.

16 Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam
Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Imu Sosial dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, Vol. 1, No. 1 (Februari 2021), hlm. 43.

7 Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam
Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No.
1 (2022), hlm. 123.

'8 Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System
Lawrence M. Freidmen”, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 1, No. 1 (Juni 2022), hlm.
32.
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2. Struktur Hukum (Structure of law)

Struktur hukum mencakup berbagai lembaga yang terlibat dalam

penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ini melibatkan

aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan. Friedman menyatakan bahwa struktur ini berperan
sebagai "kerangka yang kokoh" yang memastikan proses hukum
berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.'®

3. Budaya Hukum (Legal culture)

Budaya hukum meliputi nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat
terhadap hukum. Friedman berpendapat bahwa budaya ini memiliki
peranan penting dalam menentukan sejauh mana hukum diterima
dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum dapat
mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-
norma hukum yang berlaku.?

Secara konseptual Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa inti
dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut
Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh

lima faktor, yakni:?!

19 Ibid., hlm. 32.

20 Adi Purnomo Santoso dan Herman, “Strategi Kebudayaan Dalam Negara Hukum Untuk
Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru”, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No. 72 (2020), hlm.
8537.

2I Ananda Nurafifah Angraeni, “Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik
Illegal Fishingdi Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan



17

1. Faktor hukumnya sendiri yakni berupa undang-undang.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam
pembentukan serta penerapan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
dijalankan atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode dikenal sebagai “cara”. Sedangkan etimologi penelitian adalah
akurat, cermat, dan ketelitian, yang dimana maksudnya adalah suatu perbuatan
atau tindakan yang dilakukan haruslah dengan kehati-hatian dan membutuhkan
ketelitian.”?> Metode penelitian adalah cara atau prosedur dan skema yang
digunakan dalam suatu penelitian. Metode penelitian memungkinkan
penelitian dilakukan secara terstruktur, ilmiah, netral dan dapat memberikan
suatu manfaat.?’
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Penelitian Hukum Empiris (Empirical Law Research) atau bisa disebut

sebagai penelitian sosiologi, yang merupakan penelitian yang mengkaji

UUNo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”, Jurnal Riset Illmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (2023), him.
55.

22 Iman Jalaludin Rifa’i, et al. Metodologi Penelitian Hukum, (Banten: PT Sada Kurnia
Pustaka, 2023), hlm. 1.

23 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif,
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Jurnal
Pendidikan Tambusai Vol. 7 No.l (April 2023), him. 2897.
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hukum dengan mengkonsepkan perilaku nyata (actual behavior) sebagai
gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh semua manusia
yang hidup bermasyarakat.?

Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian
dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari perilaku manusia
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian melalui pengamatan
langsung. %> Penelitian ini mengacu pada data primer atau data lapangan,
yang mana data tersebut berhubungan dengan fokus penelitian saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa
pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapat informasi lebih
dalam guna membantu penulis dalam mendapat jawaban permasalahan yang
sedang dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam
penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan

dengan menelaah seluruh undang-undang yang terkait dalam isu

hukum yang akan dibahas.?®

Diterapkan untuk menganalisis
peraturan yang berkorelasi dengan pokok bahasan terhadap

permasalahan yang dianalisis. Penulis menerapkan pendekatan ini

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

25 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, No. 1
(April 2020), hlm. 28.

26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
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untuk dapat mengkaji pada ketentuan hukum yang berkaitan
dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi. Yakni
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
menghasilkan putusannya, yang mana dengan melihat fakta materil
berupa orang, tempat, waktu. Oleh karena itu pendekatan kasus
bukan merujuk pada putusan pengadilan, namun merujuk pada

ratio decidendi.”’

Kemudian penulis mengggunakan pendekatan
ini, agar kasus yang ada di Pengadilan Negeri Palembang dapat
menjadi bahan kajian untuk mendapat gambaran terhadap dampak
dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik
hukum.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum (sociolegal approach)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat dari segi
aspek hukum dalam hubungan sosial di masyarakat, dan berguna
untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan nonhukum
sebagai bahan penelitian dan penulisan hukum.’® Pendekatan
sosiologis yang penulis bahas ditinjau di Pengadilan Negeri hasil

pendekatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan para

akademis lainnya.

27 Ibid., him. 158.
28 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105.
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3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum
empiris yakni adalah data primer. Data primer merupakan data yang
langsung diperoleh melalui wawancara di lapangan. Adapun wawancara
ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum yang ada di Pengadilan Negeri
Palembang yang pernah melaksanakan penyelesaian perkara melalui
mekanisme diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
dengan tujuan mendapat gambaran data yang dibutuhkan dalam penulisan
penelitian ini. Selain data primer, penulis juga menggunakan data penunjang
berupa penggunaan analisis peraturan perundang-undangan dan regulasi
lain yang berkaitan dengan isu yang penulis bahas. Bahan-bahan hukum
berupa, peratuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

yang dikaji antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%°

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.*°

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.>!

2% Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

30 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN
NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

3! Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.



21

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan
dilaksanakan, yang mana diharapkan dapat memperoleh data yang
sehubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Pemilihan lokasi harus
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan
kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun yang menjadi lokasi
penelitian adalah Pengadilan Negeri Palembang: J1. Kapten A. Rivai No. 16,
Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan unsur atau elemen yang menjadi objek
penelitian dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil
sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi
dalam penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum yakni Hakim di
Pengadilan Negeri Palembang yang pernah menyelesaikan perkara
mengunakan mekanisme diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan

Hukum (ABH).

32 Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014.
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b. Sampel
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini
adalah dengan penarikan sampel purposive. Purposive sampling
merupakan salah satu teknik sampling non random sampling yang mana
peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus
yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab
permasalahan penelitian.*> Penelitian akan dilakukan dengan cara
dokumentasi seluruh dokumen yuridis dan juga wawancara bersama
beberapa narusumber yang menjadi pemeran utama dalam penelitian ini.
Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan
Negeri Palembang ataupun pihak yang mewakili yang berhubungan
dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Tiga Hakim tersebut antara lain:
1. Chandra Gautama, S.H., M.H. Selaku Fasilitator Hakim Anak di
Pengadilan Negeri Palembang.
2. Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. Selaku Hakim Anak di
Pengadilan Negeri Palembang.
3. Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Hakim Anak di
Pengadilan Negeri Palembang.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan

menggunakan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi kepustakaan

3 Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, diakses
http://repository.unsri.ac.id/68176/25/RAMA 74201 02011281823123 0003117704 00
15049401 01 front ref.pdf, pada 01 September 2024.



http://repository.unsri.ac.id/68176/25/RAMA_74201_02011281823123_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf
http://repository.unsri.ac.id/68176/25/RAMA_74201_02011281823123_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf
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dilakukan dengan cara mencari data berupa literatur perundang-undangan,
buku, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian yang kemudian diteliti dan dipelajari menjadi satu kesatuan.
Selain itu bisa juga dengan mengkaji pada bahan-bahan lain yang tersedia,
seperti via website atau situs internet lainnya. Sedangkan Pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan
wawancara mengenai penerapan diversi kepada aparat penegak hukum di
Pengadilan Negeri Palembang.
7. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data yang diperlukan dalam penulisan peneitian ini
yakni menggunakan 2 (dua) teknik pengolahan data yang dijelasakan
sebagai berikut:
1. Pengeditan Data (Editing)
Pengeditan atau yang dikenal sebagai editing adalah proses
pemeriksaan serta memperbaiki data yang sudah dikumpulkan
sebelumnya dengan bertujuan untuk mengonfirmasikan apakah
data yang diperoleh sudah lengkap, valid dan dapat dipahami.**
Apabila data yang diperoleh belum lengkap, maka penulis akan
menanyakan kembali pada responden yang bersangkutan untuk

melengkapi informasi yang diperlukan.

3% Muhammad Afifuddin N dan Made Saihu, “Pengolahan Data”, Jurnal llmiah Sain dan
Teknologi, Vol. 2, No. 11, (Juli 2024), him. 172.
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2. Deskripsi
Merupakan proses dimana penulis menjelaskan hasil penelitian
secara rinci dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti agar pembaca dapat memahami isi dari hasil
penelitian yang dibuat.
8. Teknik Analisis Data Penelitian
Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan yang digunakan adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dilakukan di lingkungan alami dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena
yang terjadi, menggunakan berbagai metode yang tersedia. Penelitian ini
berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas
yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut
terhadap kehidupan objek penelitian (Denzin & Lincoln, 1994). *°
9. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara
induktif. Proses menarik kesimpulan yang diawali dengan fakta-fakta yang
khusus, peristiwa peristiwa yang nyata, kemudian dari fakta-fakta yang
khusus dan peristiwa yang nyata maka kemudian akan ditarik generalisasi-

generalisasi yang memiliki sifat umum atau universal.*®

35 Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah, Metode Pengolahan Data Kualitatif
Menggunakan ATLAS.it, (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2022), hlm. 3.

36 Muhammad Ismail “Pemebelajaran Baca Kitab Kuning dengan Metode Amtsilati Di
Pondok Pesantren MTS Annur Surabaya”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018),
hlm. 30.
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